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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah 

daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan 

pelayanan publik. Pajak daerah adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi 

oleh individu atau perusahaan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan hukum 

yang mengharuskan, tanpa adanya kompensasi langsung, dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat (TMbooks, 2013). Di Indonesia, pengelolaan pajak daerah didukung 

oleh regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola beberapa jenis pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  

Sebelum 2025, PKB di Kota Samarinda diatur melalui sistem Dana Bagi 

Hasil (DBH). Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 

2018 Pasal 4 Mekanisme alokasi bagi hasil penerimaan PKB diatur dengan 

pembagian 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah 

kabupaten/kota setelah dikurangi insentif sebesar 3%. Dari bagian 30% yang 

diperoleh kabupaten/kota tersebut, pembagiannya dilakukan dengan proporsi 

Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 40%, sementara realisasi 

penerimaan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 60%. Contohnya, dari realisasi PKB 

di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp100 miliar pada tahun 2024 dikurangi 

sebesar Rp3 miliar untuk insentif pemungutan, sehingga sebesar Rp97 miliar adalah 

jumlah yang sebelum dibagi ke provinsi maupun kabupaten/kota. Sebanyak Rp67,9 



2 

 

 

miliar merupakan bagian Pemerintah Provinsi, sisanya dana sebesar Rp29,1 miliar 

dialokasikan kepada kabupaten/kota. Dari alokasi tersebut, Rp11,64 miliar 

dibagikan secara merata kepada sepuluh kabupaten/kota di provinsi Kalimantan 

Timur, sehingga masing-masing memperoleh Rp1,164 miliar. Selanjutnya, sisa 

dana sebesar Rp17,46 miliar dialokasikan berdasarkan porsi realisasi penerimaan 

pajak di setiap kabupaten/kota. 

Pada tahun 2025, Samarinda merupakan kota dengan penduduk paling besar 

di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 858.080 jiwa dan memliki 

wilayah seluas 783 km². Untuk mewujudkan otonomi daerah, Kota Samarinda perlu 

memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu caranya ialah desentralisasi 

fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrument yang digunakan oleh 

pemerintah dalam mengelola Pembangunan untuk mendorong perekonomian di 

daerah atau pusat (Kusuma, 2016). Salah satu upaya dari desentralisasi fiskal yang 

dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan 

Pusat dan Daerah (UU HKPD) tahun 2022 yaitu memindahkan kewenangan 

pemungutan pajak yang semula dilakukan oleh pemerintah provinsi menjadi 

pemerintah daerah masing-masing. Melalui UU HKPD diperkenalkan juga konsep 

pemungutan baru bernama opsen, yaitu pungutan tambahan pajak berdasarkan 

persentase tertentu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Transisi ke 

sistem opsen sejak Januari 2025 menjadi solusi krusial, dimana data simulasi 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022) menunjukkan dengan skema 

opsen yaitu alokasi 66% langsung ke kabupaten/kota berdasarkan persentasi 

kontribusi masing-masing terhadap total PKB provinsi. Perubahan ini sejalan 
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dengan temuan Hilmiyah et al. (2023) di Cirebon yang membuktikan opsen 

meningkatkan pendapatan daerah 10% lebih tinggi dibanding DBH, sekaligus 

menjadi pembaruan dari skema DBH yang telah diberlakukan sebelumnya. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menerapkan opsen PKB dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai hari ini, 5 Januari 2025 

(Prabawati, 2025). Sebelumnya, skema DBH dinilai memiliki kelemahan, seperti 

lamanya waktu distribusi dari provinsi ke daerah sehingga penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis apakah skema opsen yang mengalokasikan 66% dana langsung 

ke kabupaten/kota berdasarkan porsi kontribusi terhadap total PKB Provinsi yang 

mana dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Dengan menganalisis data 

realisasi PKB Kalimantan Timur, penelitian akan mensimulasikan dan 

membandingkan besaran penerimaan yang akan diperoleh Kota Samarinda, 

sehingga hasilnya untuk menentukan kebijakan mana yang lebih unggul dalam 

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berikut ini adalah tabel rincian PKB di Kota Samarinda tahun 2020 hingga 

tahun 2024. 

Tabel 1.1 Rincian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda  

Tahun Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda 

2020 Rp59,705,415,000 

2021 Rp61,625,660,000 

2022 Rp76,620,325,000 

2023 Rp111,339,386,000 

2024 Rp85,092,487,000 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2025 
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Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan selama beberapa 

tahun terakhir menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. sehingga penelitian ini akan menguji apakah 

opsen benar-benar dapat mengatasi kelemahan struktural DBH sekaligus 

memberikan kontribusi besar terhadap per daerah melalui potensi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan jika dikelola dengan baik. 

Berikut ini adalah tabel rincian kendaraan bermotor di Kota Samarinda 

tahun 2020 hingga tahun 2024. 

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda 

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 

Mobil Penumpang 140.495 142.465 142.592 97.885 97.888 

Bus 7.225 8.135 8.168 7.006 7.009 

Truk 82.175 84.645 84.692 64.179 64.182 

Sepeda Motor 585.215 613.547 898.838 993.224 993.227 

Total 815.110 848.792 1.134.290 1.162.294 1.162.306 

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Samarinda, 2025 

Kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Samarinda 

layak untuk diteliti karena sejumlah faktor menarik yang saling terkait. Pertama, 

pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Samarinda yang dari tahun ke tahun 

naik signifikan mulai dari sebanyak 815.110 di tahun 2020 dan menjadi 1.162.306 

di tahun 2024 menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan pajak.  

Penerapan skema opsen PKB juga merupakan inovasi yang menarik dalam 

pengelolaan pajak daerah. Dengan meneliti efektivitas dari skema ini, kita dapat 

memahami bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, penelitian 

ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana Kota Samarinda mengelola 
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sumber pendapatannya secara mandiri, yang sangat relevan untuk memahami 

kemandirian fiskal daerah. 

Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Opsen PKB merupakan 

kebijakan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Samarinda bertanggung jawab atas implementasi dan 

pengelolaan skema opsen PKB. Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, 

pasal 81 Opsen sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 

(Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), dan 

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), skema ini 

merupakan inovasi dalam sistem perpajakan daerah yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan mempercepat aliran pendapatan ke 

pemerintah daerah. 

Sejak diperkenalkannya skema opsen, terdapat harapan untuk 

meningkatkan penerimaan PKB secara signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengevaluasi kinerja penerimaan PKB, serta membandingkannya dengan skema 

DBH yang sebelumnya diterapkan. Dengan peningkatan penerimaan tersebut, pajak 

daerah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan 

kemandirian keuangan pemerintah daerah (Rahayu et al., 2024). 

Desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah membuka ruang bagi pemerintah 

kabupaten/kota untuk menerapkan skema opsen atas PKB sebagai instrumen 

peningkatan PAD. Dengan adanya skema opsen pajak, pemerintah daerah dapat 
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menerima dana yang lebih besar dan lebih stabil yang mana hal ini dapat 

meningkatkan total penerimaan pajak daerah. Dana yang diterima melalui skema 

opsen pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola 

anggaran dengan lebih baik. Dengan pengendalian yang sesuai atas pendapatan, 

pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Menurut Asih & Irawan (2018) apabila suatu daerah memiliki sarana 

prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan 

masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga 

tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Dalam hal lain juga, ketika 

pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana untuk digunakan dalam 

pembangunan infrastruktur dan layanan publik, masyarakat cenderung merasa lebih 

puas dengan layanan yang diberikan. Kepuasan ini dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih 

patuh dalam membayar pajak. 

Penelitian sebelumnya oleh Desty Vambia et al. (2025) tentang skema opsen 

PKB telah melakukan simulasi di Kota Yogyakarta dan memproyeksikan 

peningkatan pendapatan daerah sebesar 10%. Namun, terdapat kesenjangan 

penelitian yang menjadi alasan mendasar perlunya penelitian ini dilakukan di Kota 

Samarinda. Pertama, adanya perbedaan dalam alat analisis data yang berbeda dan 

juga studi di Yogyakarta tidak dapat sepenuhnya mewakili kondisi di Kalimantan 

Timur mengingat perbedaan karakteristik antara kedua Kota tersebut. Kedua, dari 

aspek waktu, penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2018-2023 yang belum 

sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini, sementara penelitian ini menggunakan 



7 

 

 

data lebih mutakhir periode 2020-2024 yang lebih relevan dengan masa transisi 

menuju implementasi opsen di tahun 2025. Sehingga penelitian ini tidak hanya 

memperbarui temuan sebelumnya dengan data yang lebih aktual, tetapi juga 

memberikan perspektif baru tentang efektivitas skema opsen PKB dalam konteks 

wilayah dengan karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN 

SKEMA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN 

DAERAH DI KOTA SAMARINDA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbandingan penerimaan skema opsen PKB di Kota Samarinda 

jika disimulasikan berdasarkan data empiris penerimaan DBH tahun 2020–

2024?  

2. Bagaimana proyeksi penerimaan skema opsen PKB dan realisasi DBH di 

Kota Samarinda berdasarkan hasil data yang disimulasikan dari tahun 2020-

2024 untuk tahun 2025-2029? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan penerimaan skema opsen PKB di Kota Samarinda dengan 
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mengaplikasikan formula opsen sebesar 66% dari PKB terutang pada data 

empiris penerimaan DBH tahun 2020–2024. 

2. Memproyeksikan penerimaan skema opsen PKB dan realisasi DBH di Kota 

Samarinda menggunakan hasil data yang disimulasikan dari tahun 2020-2024 

untuk tahun 2025-2029   

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari dilaksanakannya 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori 

perpajakan, khususnya dalam konteks kebijakan perpajakan daerah. Dengan 

memberikan perbaruan literatur kebijakan pajak daerah melalui analisis komparatif 

model simulasi opsen berbasis data historis DBH, yang dapat menjadi kerangka 

metodologis untuk mengevaluasi kebijakan fiskal di daerah dengan karakteristik 

serupa yaitu kota berbasis tambang dengan dominasi kendaraan bermotor. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai 

desentralisasi fiskal dengan menganalisis efektivitas 

skema Opsen sebagai instrumen baru dalam UU HKPD 2022 serta 

menyediakan proyeksi akurat penerimaan opsen PKB untuk 
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penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

b. Bagi Peneliti dan Akademisi 

Penelitian ini menjadi referensi dan sumber data empiris yang dapat 

digunakan untuk studi lebih lanjut mengenai pengelolaan pajak daerah, 

inovasi dalam perpajakan, serta perilaku wajib pajak. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan membantu memperluas cakupan kajian di 

bidang perpajakan dan ekonomi daerah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah 

Pengertian Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah menurut UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 adalah suatu sistem 

penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, 

transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU 

No. 1 Tahun 2022, Pasal 10, ayat 1 Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut yaitu untuk 

kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling 

tinggi 1,2%.  

2.2 Peraturan Daerah Kalimantan Timur 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7 

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama 

Gubernur. 

Sebelum tahun 2025, PKB milik Kota Samarinda direalisasi dengan 

menggunakan DBH yang diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 

1 Tahun 2011 yang beberapa kali di revisi yaitu Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 1 

Tahun 2019 yang akhirnya pada tahun 2024 sistem PKB diganti dari DBH menjadi 

Opsen dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024. 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 

Pasal 7 tarif progresif PKB paling rendah sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama 

kendaraan bermotor pribadi sedangkan paling tinggi sebesar 3,5% untuk 

kepemilikan kelima dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan 

Timur Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 7 tarif progresif PKB paling rendah sebesar 0,8% 

untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi sedangkan paling tinggi 

sebesar 1,2% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. 

2.3 Peraturan Daerah Kota Samarinda 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

Bab 1 Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 56 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66%. 

2.4 Pajak Daerah 

Pengertian Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bab 1, Pasal 1, Ayat 10 Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU HKPD Nomor 1 

Tahun 2022 Bab II Pasal 4 Pajak daerah dibagi menjadi dua tingkat, yaitu pajak 
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yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Alat Berat; 

4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

5) Pajak Air Permukaan; 

6) Pajak Rokok; dan 

7) Opsen Pajak MBLB. 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

1) Pajak Bumi dan Bangunan-P2; 

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Air Tanah; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Sarang Burung Walet; 

8) Opsen PKB; dan 

9) Opsen BBNKB. 

2.5 Skema Opsen Pajak 

Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 Ayat 61 yaitu 

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Tiga jenis 
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opsen yang diatur adalah Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB. 

Mekanisme pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pajak terutang melalui 

mekanisme setoran terpisah, baik secara langsung maupun otomatis.  

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan transformasi dari 

skema dana bagi hasil pajak provinsi, yang bertujuan untuk mempercepat 

penerimaan pajak di tingkat kabupaten/kota serta meningkatkan kemandirian fiskal 

tanpa menambah beban bagi Wajib Pajak. Penerimaan dari skema opsen ini dicatat 

langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memberikan kepastian 

dalam penerimaan dan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, jika dibandingkan 

dengan skema dana bagi hasil.  

Adapun tarif opsen yang berlaku serta dengan instansi yang memungut dan 

menerima opsen tertera pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Tarif Opsen 

Jenis 
Dasar Pengenaan 

Pajak 
Tarif 

Instansi Pemungut 

Pajak 

Instansi Penerima 

Opsen 

Opsen PKB PKB Terutang 66% Pemerintah Provinsi Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Opsen 

BBNKB 

BBNKB Terutang 66% Pemerintah Provinsi Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Opsen 

MBLB 

MBLB Terutang 25% Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Pemerintah Provinsi 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022 

Dalam skema opsen PKB daerah Kota Samarinda, pemerintah Kota 

Samarinda bertindak sebagai penerima karena jenis pajak ini secara hukum 

merupakan kewenangan Kota Samarinda sedangkan pemerintah provinsi 

Kalimantan Timur berperan sebagai pemungut saat pembayaran PKB, dengan cara 

adanya tambahan tarif opsen PKB sebesar 66% yang dikenakan pada wajib pajak 
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saat membayar PKB yang akan langsung dialokasikan kepada pemerintah Kota 

Samarinda sebagai tempat kendaraan terdaftar, tanpa melalui proses bagi hasil yang 

berbelit. 

Adapun untuk tarif PKB yang berlaku tertera pada tabel berikut. 

Tabel 2.2 Tarif PKB 

Tarif Progresif PKB 

Kepemilikan Pertama 0,8% 

Kepemilikan Kedua 0,9% 

Kepemilikan Ketiga 1% 

Kepemilikan Ke Empat 1,1% 

Kepemilikan Ke Lima 1,2% 

Sumber: Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 

Lalu, Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 

2025 bahwa tata cara perhitungan PKB untuk kendaraan bermotor pribadi Adalah 

tarif progresif PKB dikali dasar pengenaan pajak lalu dikali dengan tarif opsen PKB 

sebesar 66% sehingga dapat disimpulkan opsen PKB dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut. 

𝑂𝑝𝑠𝑒𝑛 𝑃𝐾𝐵 = 66% × (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑓 𝑃𝐾𝐵 × 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘) 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang serupa mengenai Analisis Penerimaan Skema Opsen Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada Pajak Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Berikut ialah ringkasan dari penelitian sebelumnya: 
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Tabel 2.3 Penelitian terdahulu 

No Penelitian Judul Hasil 

1 (Desty 

Vambia et 

al., 2025) 

Analisis Potensi 

Penerimaan Opsen 

Pajak Kendaraan 

Bermotor: Studi Kasus 

di Kota Yogyakarta 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 

skema opsen mampu memberikan nilai 

penerimaan yang lebih besar untuk Kota 

Yogyakarta dibandingkan dengan skema DBH. 

Selisih potensi penerimaan antar keduanya 

mencapai 10%, di mana opsen lebih tinggi. Hal 

ini berarti pula bahwa keputusan pemerintah 

untuk memberlakukan skema opsen mampu 

memberikan percepatan pemerataan 

pendapatan yang lebih baik dibandingkan 

skema DBH sebagaimana yang diamanatkan 

oleh UU HKPD. 

2 (Hilmiyah et 

al., 2023) 

Analisis Potensi Opsen 

Pajak Kendaraan 

Bermotor bagi 

Pendapatan daerah: 

Studi Kasus Kabupaten 

Cirebon 

Penelitian ini membuktikan bahwa skema 

Opsen PKB memiliki nilai yang lebih besar 

dari DBH PKB untuk penerimaan 

kabupaten/kota. Pasca penerapan UU HKPD 

pada periode 2025-2029, analisis potensi 

penerimaan Opsen PKB terhitung lebih besar 

daripada penerimaan DBH PKB dimana selisih 

antara nominal skema opsen hampir 10% lebih 

tinggi daripada penerimaan DBH PKB. 

Sumber: Hasil review dalam berbagai jurnal, 2025  

2.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana data empiris 

penerimaan PKB melalui skema DBH dapat ditransformasikan menjadi proyeksi 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Sumber: penulis, 2025 

Data empiris DBH PKB 2020-2024 

Konversi ke PKB Terutang 

Simulasi menggunakan tarif PKB dan 

Opsen 66% 

Menggunakan Analisis Tren Momen 

Proyeksi Penerimaan Opsen dan 

Realisasi DBH PKB 2025-2029 
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penerimaan dalam sistem opsen yang baru. Penelitian ini berfokus pada proses 

konversi data DBH 2020-2024 menjadi estimasi penerimaan opsen PKB melalui 

perhitungan yang sederhana namun akurat. Perhitungan diawali dengan 

mengkonversi realisasi DBH menjadi nilai PKB terutang penuh, mengingat dalam 

skema DBH, Kota Samarinda hanya menerima sebagian kecil dari total pajak yaitu 

sebesar 30%. Konversi ini dilakukan dengan mencari realisasi PKB di provinsi 

Kalimantan Timur yang semula hanya 70% lalu dikonversikan menjadi 100% yang 

nanti hasilnya akan dibagi dengan 2,38% yaitu rata rata tarif PKB yang berlaku saat 

masih menggunakan sistem DBH sehingga menghasilkan dasar pengenaan pajak. 

Selanjutnya, nilai dasar pengenaan pajak ini dikalikan dengan rata rata tarif 

progresif sebesar 0,92% lalu tarif opsen yaitu sebesar 66% untuk mendapatkan 

perbandingan penerimaan antara opsen dan DBH, lalu menggunakan analisis tren 

momen sehingga menghasilkan proyeksi penerimaan opsen dan realisasi DBH PKB 

untuk tahun 2025-2029.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah pengetian dari variabel yang diambil untuk 

diteliti yang didasarkan pada pendapat atau kesimpulan peneliti. Adapun definisi 

operasional dari penilitian ini ialah: 

3.1.1 Pajak Daerah 

Definisi operasional dari Pajak Daerah mencakup pajak daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Pajak daerah provinsi Kalimantan Timur 

merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah provinsi Kalimantan 

Timur atas objek pajak yang di tingkat provinsi seperti PKB.  

Pajak daerah Kota Samarinda merupakan kontribusi wajib yang dipungut 

oleh pemerintah Kota Samarinda atas objek pajak yang di tingkat kabupaten/kota 

seperti Opsen PKB. 

3.1.2 Skema Opsen Pajak  

Skema Opsen Pajak didefinisikan sebagai skema pemungutan pajak yang 

memberikan hak kepada daerah Kota Samarinda untuk memungut pajak secara 

langsung dari wajib pajak dengan cara saat pembayaran PKB akan ada tambahan 

tarif sebesar 66% yang akan langsung diterima oleh Kota Samarinda. 
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3.1.3 Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil didefinisikan sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah 

daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah daerah Kota Samarinda 

berdasarkan kontribusi PKB yang dipungut. 

3.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang 

dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan 

sumber pendapatan penting bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang 

digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan 

layanan publik. 

3.1.5 Kendaraan Bermotor 

Kendaraan Bermotor adalah setiap jenis kendaraan yang digerakkan oleh 

mesin, baik itu mesin pembakaran dalam maupun mesin listrik, yang digunakan 

untuk transportasi orang atau barang di jalan raya. Kendaraan bermotor mencakup 

berbagai jenis, antara lain mobil, motor, bus, dan truk. 

3.2 Objek Penelitian 

Observasi ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Samarinda yang berlokasi di Jalan Balaikota No.27, Bugis, Kec. Samarinda Kota, 

Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan Kesuma 

Bangsa No.7, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 
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Dengan fokus pada data penerimaan PKB dari skema DBH dari tahun 2020 

hingga 2024. Data yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup Realisasi DBH 

PKB Kalimantan Timur dan Realisasi DBH PKB Kota Samarinda. Tujuan penulis 

adalah untuk membandingkan skema opsen PKB menggunakan data historis dari 

skema DBH dari tahun 2020 hingga 2024 dan memproyeksikan skema opsen PKB 

dan realisasi DBH untuk tahun 2025 hingga 2029. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan wawasan mengenai bagaimana skema opsen dapat meningkatkan 

kemandirian fiskal daerah dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. 

3.3 Metode Penelitian 

Dalam observasi ini, metode yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2013) statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat 

kuantitatif, karena data yang berupa angka atau statistik, dapat diukur dan dihitung 
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secara langsung sedangkan untuk data yang digunakan adalah data sekunder yang 

mencakup informasi mengenai jumlah kendaraan di kota samarinda dan di provinsi 

Kalimantan timur, realisasi PKB Kota Samarinda selama periode 2020-2024 dan 

realisasi PKB Provinsi Kalimantan Timur. Data ini diambil dari laporan resmi 

pemerintah dan sumber statistik yang sudah ada sebelumnya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis. Data 

yang digunakan dalam file tersebut diambil dari dokumen resmi, laporan tahunan, 

dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan PKB dan penerimaan pajak 

daerah. 

3.6 Alat analisis Data 

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah microsoft 

excel 2021 untuk menganalisis opsen pajak. Metode yang akan digunakan adalah 

analisis tren momen. Tren Momen atau sering disebut Secular Tren adalah metode 

peramalan Time-Series yang menyesuaikan garis tren pada sekumpulan data masa 

lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan untuk 

peramalan jangka pendek atau jangka panjang (Murtiningrum, 2023). Penelitian ini 

menggunakan analisis tren momen karena metode tersebut cocok untuk 

memproyeksikan 3-5 tahun ke depan karena tren momen memberikan hasil yang 

cukup akurat jika tidak ada guncangan ekonomi besar.  
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Rumus analisis tren linear menurut (Murtiningrum, 2023), adalah: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

  

Adapun langkah dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah:  

1. Peneliti mengumpulkan data total PKB di Provinsi Kalimantan Timur tahun 

2020-2024 yang didapat dari laporan realisasi anggaran milik Provinsi 

Kalimantan Timur 

2. Peneliti mengsimulasikan data tersebut dengan rata rata tarif PKB sebesar 

0,92% dan tarif opsen PKB sebesar 66% dari tahun 2020-2024 

3. Peneliti membandingkan antara DBH PKB dan hasil simulasi opsen PKB 

untuk tahun 2020-2024 

4. Menggunakan rumus analisis tren momen untuk memproyeksikan 

penerimaan opsen dan realisasi DBH PKB Kota Samarinda tahun 2025-

2029 

Metode proyeksi analisis tren momen berfungsi untuk memperkirakan nilai 

masa depan berdasarkan pola data historis yang menunjukkan tren konsisten.   

Y1 = Estimasi Opsen 

Y2 = Realisasi DBH 

X = Tahun 

a = Konstanta atau Intercept 

b = Slope  
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Lampiran 1. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 

2020 Kota Samarinda 
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Lampiran 2. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 

2021 Kota Samarinda 
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Lampiran 3. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 

2022 Kota Samarinda 
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Lampiran 4. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 

2023 Kota Samarinda 
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Lampiran 5. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 

2024 Kota Samarinda 
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Lampiran 6. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Provinsi 

Kalimantan Timur 
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Lampiran 7. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Provinsi 

Kalimantan Timur 
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Lampiran 8. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Provinsi 

Kalimantan Timur 
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Lampiran 9. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Provinsi 

Kalimantan Timur 
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Lampiran 10. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Provinsi 

Kalimantan Timur 


